
BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT

DESA DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas

pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu

memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris

Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian

penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan

perangkat Desa lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten

Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pengahasilan Tetap Bagi

Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten,

namun dengan adanya refocusing anggaran Alokasi Dana

Desa Tahun Anggaran 2020 menyebabkan belum

terbayarnya penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat

Desa di bulan Desember 2020, maka perlu melakukan

Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 96 Tahun

2019 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa di Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

SALINAN



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008

tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor

49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor

192);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 138);

22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2016 Nomor 32);

23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2016 Nomor 44);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2017 Nomor 48);

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Klaten

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5);

26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2018 Nomor 63);

27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 96 Tahun 2019 tentang

Pengahasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

di Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN

PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Klaten Nomor 96 Tahun 2019 tentang

Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 95) diantara

ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (1a) sehingga berbunyi

sebagai berikut:



Pasal 10

(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dituangkan dalam

APBDesa.

(1a) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang belum terbayarkan di tahun sebelumnya

maka dibayarkan pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari ADD yang penyalurannya diatur Dengan

Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 28 Desember

2020

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 72


	BUPATI KLATEN,

